103

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR 15 TAHUN 2000
TENTANG

KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA PANGKALPINANG,

. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi

Daerah dengan cotonomi luas, utuh dan bulat pada
Kota, serta untuk lebih meningkatkan daya guna
dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah Kota,
dipandang perlu untuk menetapkan kewenangan
Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom;

. bahwa kewenangan Kota Pangkalpinang seperti

dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor
22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, periu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat if dan Kotapraja di
Sumatera Selatan ( Lembaran Negara Tahun 1859
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1913);

. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun
1998 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);
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3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah ( Lembaran Negare Tahun 1899
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi
Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952),

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TENTANG KEWENANGAN KOTA
PANGKALPINANG.

BAB!
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Pangkalpinang;
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang,
Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD,
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang;
Kewenangan Kota Pangkalpinang adalah hak dan kekuasaan Kota
Pangkalpinang sebagai Daerah Otonom untuk menentukan atau
mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;

N hON
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BABH
KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG

Pasal 2

Kewenangan Kota Pangkalpinang sebagai Daerah Otonomi mencakup
semua kewenangan dalam bidang Pemerintahan, yang dikelompokkan
dalam 25 (dua puluh lima) bidang yang dirumuskan serta terinci dalam
lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

ini.

M

@

M

¢4

Pasal 3

Apabila terdapat kewenangan yang belum tercakup dalam
rumusan dan atau pengertian dari rumusan pada lampiran
dimaksud, sedangkan kewenangan itu bukan kewenangan
Pemerintah atau Propinsi berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 25 Tahun 2000 maka kewenangan itu adalah kewenangan
Kota Pangkalpinang.

Pengaturan atas kewenangan yang belum tercakup dalam
kewenangan Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini, akan diatur kembali dalam Peraturan Daerah
Kota Pangkalpinang.

BAB il
KERJA SAMA

Pasal 4

Dalam melaksanakan kewenangan-kewenangannya, Daerah
mengacu kepada standart pelayanan minimal atau berusaha
memenuhi  ketentuan-ketentuan dalam standart pelayanan
minimal.

Apabila dalam memenuhi ketentuan kebutuhan standart pelayanan
minimal dimaksud, berkaitan dengan efisiensi karena kuantitas
yang dilayani, atau untuk mempermudah pelayanan, maka Kota
Pangkalpinang melaksanakan  kefja sama  dengan
Kabupaten/Kota. .
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Pasal §

(1) Kerja sama dengan KabupatervKota seperti dimaksud pada ayat
(2) pasal 4, diatur sesuai dengan ketentuan yang beriaku.

(2) Peraturan kerja sama dimaksud pada ayat (1) diatas
diselenggarakan atas dasar mempermudah masyarakat
memperoleh pelayanan Pemerintah dan atas dasar saling
menguntungkan antara Kota Pangkalpinang  dengan
kabupatern/Kota.

BABIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
Perjanjian, perizinan dan komitmen-komitmen Kota Pangkalpinang
dengan pihak ketiga berdasarkan kewenangan Kota Pangakalpinang,
sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku
sampai berakhimya perjanjian dan komitmen-komitmen dimaksud.
Pasal 7
Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini,
seluruh instruksi, petunjuk, ataupun pedoman yang ada atau yang akan

diadakan oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang, sepanjang tidak
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasai 8
Penjabaran dan pengaturan teknis mengenai kewenangan Kota
Pangkalpinang dafam bentuk rincian tugas, fungsi dan kegiatan , diatur
dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah
Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tangggal 09 Oktober 2000
WALIKOTA PANGKALPINANG,
DTO
H. SOFYAN REBUIN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Okiober 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA,
DT.O

H.A. MERCHAN MUKTI
Pembina TK.| / NIP 010049172

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2000 NOMOR : 15 SERI:E NOMOR : 03



Lampiran : Perda Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kota Pangkalpinang

KEWENANGAN PEMERINTAR KEWENANGAN PROVINST KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG
(PP NO. 25/2008) (PP NO. 25 TAHUN 2004 ) (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2008 )

1. BIDANG PEKERJAAN UMUM
@ Penctspan prasarans mswmmummm “Pembengunan, pemeliharean, rehabililasi serta peningkatan prasarana dan sarans

kawasan  terbangun dan  sistem | permuksan lintas Kabupaten/Kota. ‘bins marga, cipta karya dan pengairan.
‘mansjemer kontruksi. b Pemberian  izin jalan  bebas | b. dnm-.-nm«k}nd-ﬁ.uphl
bPenctspan  Standar  pengembangan |  hambetan Entes Kebupaten/Kota. jembazan  jalan kots.

i bangunan sipil dan arsitekr. | c. Penyediaan dukungan/bentusn wituk kerjasama | c. mmmmwmm&nmmm
cPonetapan  Standar sntar calam ulnnn.hw pase umum,
prasarara  dam sarana  wilayah prasarana dan sarena wilsyah yang terdini atas AWASJA AMLIA kots.
terdiri stes pengairan, g pengairan, jembetan dan jalan | & Penyelenggraen LITBANG atas behan bangunan, kontruksi dan arsitekur serta
jembetan dan jalan beserts simpul-| beserta simpulsimpulnys, serta jelan bebas i
‘simpuinys serta jalan bebas hambatan. hambetan. . Perencansan, pembanginan, rehabilitasi, ekploitasi, pemeliharasn kawasan mwa,

d Penetapan persy) penentusn | d.| sungai dan alirennys untuk pengendalian banjir, penyedisan sumber gir baku den
status, kelas, dan fungsi j: sumberdays air  permikssn, Jawesan.

Jjolan. pelaksanssn | pengembsngan
¢ Pengaturan dan penetapan status jelan mmmmmmm leyeleuwmpmhmdmp:@dnhnnmh-nhw—n

hm@nn—homn dan
mmwmmup_am mmmmmmm
percontohan scpanjang 50 meter dri bngunen | peningkatan prasarana dan sarana pekeqean wumum ( bina marga, cipta kerys dan

pengairn).
e Perizinan untuk mengadakan perubehan dan atau hhvdmmmdmmh-mmhmm
pembongkarn bangunen-bangunan dan sshuren pdlh'—l!lﬂmdmhwmhnwd
]mhmhmﬂpﬂﬂjmi.w p&mm mum,mb-d-y-.m
umum yang lintas saruna pek=rjaan umum.

£ Perizinan untuk mendiriken, mengubsh maupun | j. Pengelolesn dan mbmmmmay.mmm

‘membongkar lain, selain kolong, raws dan waduk.
dari yng dimaksud peda butir ¢ termasuk yang | k. Pembinaan, dan
mamammmwm SDM dalem bidsng

pekerjaan umum.
dan merafasilitssi kerjesame kemitrean useha serta hubungan

saluran irigasi. L Penyelenggmaan

g Pelsksanam  pembangunan  dsn  perbaikan | luar negeri dan antar daerah dalam bidang pekerjsan umum.

jaringan irigasi lintas beserta | m. 2GR Pemerintsh dan Provinsi

pelengkaprya. dalam bi ‘: umum, termesuk
h.Penyusunan rencans penyediaan air rigasi. jalan provinsi dan Nasional.
n ! tugas-tugas dalam bidang pekerjamn
mum. 2
KEWENANGAN PEMERINTAH | KEWENANGAN PROVINSI | " KEWENANGAN KOTA PANGKALFINANG =
(PPNO.25/2000) (PPNO. 25 TAHUN 2000) ( PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000 ) "
2. BIDANG KESEHATAN
u Penetapan standar nila! g1z dan | & Penctapan mnmm-wmmm—mmmwmh
pedoman spesifikasi teknologi | penyuluhan dan kempenye | pangendalian pembangunan kesehatan Kota
kesehatan dan gizi. Kesehaten. b, Pembangunan, pengadaan, pemeliharasn, rehabiitasi, peningkatan, pendeyagunasn/pemaician prasarana dan sarens
b Penetapan pedomen pembiayasn hpﬂwmhm mmmmmmwmmu prasarans pelaysnan
Penetspen  standar  akreditasi mhum u:m $
c. itasi | kesel seperti
. - S "ud.{"" mmm—mm&umum
Penetspan  pedoman  standar | sakit kusta, dan rumah sakit | ¢, Pcn—-\mduwnm memsilitasi usahs-usaha : perbeiken gizi, hicgeac / saratasi, penyehstan nglamgan
pendidikan dan pendsysgunaan kanker. mmmmmﬁhmmm stindard dalam bidang
tenaga keschatan . Sertifikasi tdmolop
e Penetapan pedoman Kesehatan dan gizi ‘penyakit idak memuler, wabsh dan
konservasi, pengembangan, den | d. Survailans epidemilogi serta WI-H.“MM
pengawasan tanamen obst. wabgh | 8 Pcha) produksi obst ‘bahan tambehan
f Penctspan podoman penspisan, |  penyskit dan kejadian Jusr mmm&mmm obo/ sets dan
pengembangan dan pencrapen | bissa. 3 enia - P 5
Joclog 1 fo-topems o G ' Penyusunan pedaman pengelolaen Puskesmas, BPBKIA, memantsu dan mengendalikan pengelolsan, serta
‘:W‘d‘:’;‘m keschatan STMCD, || endatuan, pengadan, penyebaran, pendaysgurmn tenaga pelayanan dan pembinaan keschatun, sera peninghatan
aberian pengewasan | pemindshen 160883 | kapesites/knalitasnys.
peredarn obat serta pengawnsan mmz;wwh—mmmmmmmm
h Penetspan pendidiken | k pekinen otk due o e, pleyenanspolale RS-BUMN dan s, paick doki, e den
penggnaen behan tambehan (zat |  tenaga  Gan  pelatiban |  pelayanan kesehutin pada perusahasvindusts, Kk bersain, tukang g, bala pengobatan, aborstormum pemerilsasn
sditif) tertentu makanan | kesehatsn. Feschatan, opteal 0
dn  penetspn  pedoman 1 Pengadaen distribusi pernantausn dan da sertn ketersediasn obat
LP""’"P"‘.!""‘"“."‘ m Penyelenggwraen pendidiken tauaga keschatin tingkat SLTA, Diploma [ Kesshatsn dsn abu memfasitesi
Ponstapen_ kebijakan _ sisem penyelengganan pendddan dun pelathan tenaga kesehsisn ‘sarts memberlan bimbingan dan melaksanalan
j. Surveilans  epidemilogi  serta v Pundilon; pessiin powsitn; moskocky &1 e - s
pengatursn o. pemantauan, dan Kesehaten,
penanggulangsn wabeh, penyakit peneitian kesehatan
‘menuler dan kejodian luar bissa. 7. Pengerzbangan Badan Pelaksanasn Jaminan Pemelharsan Kesehamn Masyarskat (JPKM), penyelesian perselisiban
k Penyectisan obat esensial tertentu JPKM istern jam P
dn cbet umuk pelsyenen @ an den S kerjasema dalam tidang kesebatan antar dasrah,
Keschatan deasar sargst csensia] i dalsm masyaniat dan dengan pihiak huas eger. j R
( buffer stock national ). 2 ' Provinsi dan Nasional.
. pengandaian,




(ANGAN PROVINSI

PEMERINT,
(PPNO. 25/2000) (PP NO. 25 TAHUN 2000)

LHDANGPWWMDANMYMN
& Penetapan nwmmm
dan wargs belajar sexta m- masyarakat
kurikulum nesional den penilsion
hasil belsjar secera nasional serts

" evahuasi st pelaksunaan kurikohum rasional peda. SD, un.suuwumu-
Sekolah.

KEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG
(PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)

& Perenoanain, pembingunan/pengadasn, penehbaran, pendistbusien, TehabiRias, perngkauna, |
pendsysgunsan dan

iventanisasi olas praserana dan secana fisk matrcial pendidan TX, SD,
SLTP, SMU dan SMK.

SLTP,

‘belajar, muzid siswa TK, SD,

i
i
i
1
BiE

7!-

Pugadtan
b Penctspan stendar materi pelsjaran pendidikan P "
pobok. tn kanakclanak,  pandidikan © S, SMK dan Pendddon Lo mmdsiswe bery,
c‘pammwmrl- perclehan dan Mmmu\ menengah, dan pendicikan st | mutasiperpindshan. und/sswe Mhi-wrd—-huih&s- orrogoiry-wimg el
4 & pendidbon 4 on o Peioun Lo Sawlih sarh pambinms don
i i tinggi selain pengatwan|  SLTP, SMU, SMK serta superin
¢ Penctapan persyaratan . Jrikubum, ekreditasi, dan pengangkatan |  kalender pendidiian jurslah jam belajer efeltif dala satu tahun/periode pendidikan dasar den
i sertifikasi sisws, wargs | teniga akademis. "
“l;nh)c.hn-h-m ¢mpmbuhnt\pumpm TLS:,S!.TPSMUSM&

Pendstain, perercanaan, pelaksanan, pendayaginsan, penegdalion dan periien st tenags
rpenditian (vl i ircistas eaulat0) TK. SB, SLTh, SMU, SMK dan Penhian Lot
Setoh serta melakamban paya pencukupan, penyebar, pemgassn dan peninghatn
m

wbq-u-nq-nuunm

Fembinaan, pengendalion dan monitoring pelaksansen pembiayaun penydienggaraan pendidilan

Penyclenggaman dan memfasitsi Eerjamma antar dienh, teta dengan luar negeri wntuk
pengembangan dan peninghaten pendidikan.
k. Wmam d‘l‘i-m‘“ m—hpu]-nmh-ﬁmsnﬂ.wmu.

p-num‘u*mmu-mh.
mwmmmm ‘panyelenggarnan

m. Pemunjang
n

L wmmﬁmwmmm

KEWEN.

'ROVINSI

ANGAN PEMERINTAR KEWENANGAN P |
2000) (PP.NO. 25 TAHUN 2000 )

(PPNO.28/.

TKEWENANGAN KOTA PANGKALPINANG
( PERDANOMOR 15 TAHUN 2000)

mewmmmmm
pertanian

i Pengendalian pemmnion Gan pengelana benlVbibH dan menydengganian

b, Penyelerggaman pengawasen : produksi laju hntes ternak, obat dan
makanan hewan, vaksm, entigen, semen beku dan embrio temak, pengangkutan den
hasil dan konsestrat, pestisida, baban
\imia dan organic pertanian di deersh.
pkp-\hpﬂmhlm

Penyelengganan hewan, sengeluaran termak,
mdmwmmmmmmm‘

ymng  wajib

penctapan pedoman unuk penentuen .
‘standar b
pertanian. ¢ Penctepan standar teknis minimal rumsh potong
bPengaturan  dan hewan, rumeh sakit hewan, dan sstuan pelaysnan
prodhksi, peredaran, penggunasn dan | petemakan terpadu.
pm-mhnpatmﬁhhhndhnw':mmdhhmsm
kimia pertanion lainnys, cbat hewsn, | sparat pertanian teknis fungsional, k

sera, antigen, scmen beku, mklnkqu\mu@mm

ternak dacrah | € Penyclengn bingan, peagawasan dan pengujian : h-!-nn-vn

c Penctspan standar pelepasan  dan mmmmmmmmmmm
e varietes  komodites IP Kabuten/Kota

penarialn mmmmm . pemakzisnmyn iy )
d Penctapan untuk & Pengaturan dan wabsh N
standar teknis minimal rumsh potong | hama dan penyakit menular dibidang pertanian lintas | PerVelengmnen tehmis pelaysnn keschatin hevan, pengamasan esmavet
fuwen, gseh it howen,. den ’ pengelolaan it uit peleyacan kesehatan hewan.
satugn pelayanan b bibi
. P ek | - Pvountim P . Penyelonggarven bejesamaextar | e Vg, potirin
pengadaan, dan d k. Pe < e
distribusi behan j. Pelaksanaen penyidiken peayalit dibideng pertanian | | mmmmm-ﬂ-m
f Penetspen stwndar den prosodwr | lintss Kebupsten/Kots. .
pengyjian mutu behan pengan nebati | k. Peny n pengganggy tumbuhan, hama dan penyakit dibidang.

i pengganggu tumbhan (OPT), hama dan p&wmnmmwwmmm
ghmq-nmhmd-un- penyakit ditidang pertanit tloitios
‘pesbecantesn hae L. Prngibicen paiigymious 6 Hight ‘mﬁmwmmm
h Pengaturen dan penetapan norma dan perarcalan ' bid dicd

produksi pertanian, penryedisan dun pengembangan

m. dan i
keschsten mwmhmmﬁm
pertanien.

" saperodi, bing usaha tanj serta penyediaan sapronak.
p. Pembanguran, pengembangan, pengelolaan den pengawetan hasil pertanian, hasi

2 Penyedisan dulungan
teknologi  perikanan serts
hrnyL

persiren | q Pembinaan

LWan-nbny-mwbw

terhadap
mﬁhhmﬁd-w.
p. Pengendalian eradiksi penyakit ikan di darst.

5. Penyelenggarsan bimbingan dan pengawasan sediasn biologk, formasctik dan premiks
dalam peredaran ditingkat depa dan toko bewanfpoutry shop serta pendafiaren obat
t Penyclenggaran penstan, pemetsan wiltyah, bimbingan den pengrwsen sets
retribusi penyebaran temmak
©. Penyelenggaraan dan pengawasen pelsksanaen kegatn doider hewan mandict dan
laimys




IANGAN PEMERINTAH
(PPNO.25/2008)

KEWENANGAN PROVINSI
(PP NO. 25 TAHUN 2608 )

o

KEWENANGAN KOTA P
{PERDA NOMOR 15 TAHUN 2088 )

KibopuenKots i bidag. I
perdagangm

. Pt kegiste distcibusi befian-baan pokek

.

. Peryelmggermn kemetrologim : § gx ?
£ Penyekenggarsen penbinsen dan pengsndalian berkxian dengm sender bagsi indetri dam produknyn,
kenanm, desciametan mmu, keschatan, lingkuagan, moral eerta agacia.

inforraas sosten romg kapal.
‘Pengumpolan, pengolahan dan peaysbarea Snformasi paser Komodi, termasuk penuntes harga barang

+ Mo b dshes Wdmg penansn

 Prlsymimn laforoes ik pestranan odal di daerah, penyususas Jabar skals g
b, Peayelenggaram peisywsan peccinan den rekomendasl bertaim dengin pensmaman modal. pengganem
teunga kerja asing, in vish ep

endalan berksitan

Tidak diarur dalamn PP Nooox 25 Tafian 2000,

= L Penclapan ahxr penysberangan intss KADUpAIEn/Kota | L. ‘bantn
jalan dan jembetan timbang. | b. Penetapan texi darat lintas b,
b. Penetapen standar Jaik jalen dan persysratan | untuk pemumpang kelas <. Penabitan
bemmotor saxta standar | c. Penetapan lokusi pemesangan dan pemelharan alst | d. Penyelengganian pengswasen pemenuban syacat laik isut bugi Fpal dan pengelnamn
dan elat pengamenan Surst Izin Berlayar (SIB), pengawasen kapal asing, mat barng berbahays
¢. Penstapen standar teknis dan sertifiasi sarana | lahudintas jalan Provinsi, danau dan songai bnas | serts pengusuten keoclakaan
i dayah 4~ 12mi | e. penesbitan dan penegalan perundang-undangan serts
It sungai, danau, darst, dan udars. 4. Penctapen. s idhkan
& Penctapen pembezian sunt izn [ Provinsi f Penyelenggamen bantuan SAR lsut penocann, penanganan
‘mengemmdi bermotor. ¢ Pengelolan pelsbuban dan bandar udem Provinsi |  kerangka kapel serta tegistan salvaga dan pekesjaan bawah sit.
e Porencanaan unum  dan pembengwun | yang dibengmn stas pmkana Provinsi dan stau | g Pembesin Sut kin Usaha (STUPEL) Perusahaan Bongkar Muat (PBM),
jingan jalm keets spi nasional serta | pelabuhan dan bendar dar yang disensbiun olch Moatan Kapel Laut (EMKL), Perusahaan Tlly, Depo Conteiner, serts Lzin
penciapen spesifies jetingan fmias dan | Pemesintih kepada Provinsi Usaha Jasa Pengirioan
Mosifikest  jahr  keets  opi  dan | Penyunman dan penctipen jaingm tranportasi jln pemilican 3 pengopenisian kapal berbender
pengwisemys. Provinsi. ) memasuki wilayah pelabuhan beik dengan trayek beradwal tetxp (iner) dan trayek
£ Perencanaen makio jadgan jalan bebas | g, > Provinsi
hainbatan. h. Periziran, pesyanan dan pengendalian kelebhan | i Penciapen dan penitkan atas kelsncarsn lafv-lintss berang, pemumpung den hewan
.hmmn‘hmm Toustan dan tartd pemanfiatan jalan Provinsi a pelabuben.
kelas i i Perencansan, dan i
1 Penctzpan  pedoman pelabuhan | Provinsi. k (DUKS).
penyebemngan lintes Provins dan sntar | i Pewtipen 2 danberat | L Ingkungsn KP).
kendsmen  pengangkutan  burmng  den  tertib | m. Pen i
i Penstapen lokasi bandar udara kntas provirei nter Kabutan/Kota. n i
dan antas negars, Penetapan intas penyeberurgan antar Provinsi. ©. Pembustin dan stms pengelolian pelabuhan midik daersh serts penyelenggaruen
J. Penctapen lintes perryebemngan dan alur | L Penctspen lokasi dan pengelotasn jembetun ti d o
‘pelayaran infemasionsl dan Pembengunen jaringan jalan kerets | p. Penctapan dm dalam
k Penctipm_persysatn Kota.
dan atsu barng berbahays kntes dart, laut q. Pengelol
uden. L ian zin keja i
1 Penctspen rencans umum jaringan fasilitas s Penyelengganan pemberian Surst kzin Mengemndi (SIM) dan Surst Tanda Kendaran
kenavigesian, dan peanndasn Bemotor (STNK)
kapal, sarana den prasacsna perjagaan dan imatologi
penyehmatan penyedisan tazana dan . Pemberian zin operasi racio den telcvisi lokal
prassauns & wilsyah Indonesia. v. Pengenclisn den pengembengan usaba jaminan keselamatan peribungan den
trnsportasi. -
o 0 e
x
y. Penetapan tasf anghuten laxt perumpang antar Kabupaten/Kots, melahs kegjasams
Kabupaten/Kota. 5
KEWENANGAN PEMERINTAH KEWENANGAN PROVINST KEWENANGAN KOTA P.
(PP NO. 25/2060) (PPNO.25 TAHUN2000) (PERDA NOMOR 15 TAHUN 2000)
6. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
(% Penscapan 03 [y penge g perdagagn
dan  pegrwmew  perdsgmgm  begjoagka |  dam pergadangan. b, Pembisam, pengawasen serts peaingiaum Kenpumn daam egka stuader nasonal barmg den jasa
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